BUPATI BARITO KUALA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 145 /KUM/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

.oa.

L.

KABUPATEN BARITO KUALA
BUPATI BARITO KUALA,

bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas
pelaksanaan Bidang Perizinan Umum serta terwujudnya
pelayanan prima maka dipandang perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820),

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang
Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor

4048);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi,Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

10.

31,

12,

13.

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
6398),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96),

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3175);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Prasekolah (Tambahan lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1990);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



14,

15.

16.

i

18.

19,

20.

<1

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009, Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010, Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5105),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan layanan Daerah (Lembaran
Negara republik Indonesia tahun 2001 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6622);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Hidup lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6628);



23.

24.

25.

26.

-

28,

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 6639);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republikk Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan
Kendaraan Umum,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Klinik;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan  Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Mentenn Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2013 Nomor 877);

Peraturan Menter1 Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1279);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana
dan Prasarana Lemabaga Kursus dan Pelatihan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1658);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli

Teknologi Laboratorium Medik;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang
Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak
Usia Dini ditetapkan untuk menjamin anak usia dini
mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia
dinm: yang berkualitas;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar
Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara republik
Indonesia tahun 2021 Nomor 267);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomu Kreatif/ Kepala
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Repbulik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Pariwisata;

Peraturan Mentenn Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Mentern Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang
Pelavanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Mentenn Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2021 tentang  Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang (Berita Negara republik Indonesia tahun 2021 Nomor
330);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
357/MENKES/PER/V/2006 Tentang Registrasi dan lzin
Kerja Radiografer,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
052/Menkes/Per/X/2011 Tentang lzin Prakttk Dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekenjaan Dan
Praktik Tenaga Gizi;

Peraturan Menter1 Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan

Radiografer;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik
Terapis Gigi Dan Mulut;



46.

47.

48.

49,

50.

Sl.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik
Bidan;

Peraturan Menten1 Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;,

Peraturan Menter1 Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2019 Tentang Pusat Keschatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menter1 Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar isi pada
PAUD, Jenjang pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan
Menengah,

Keputusan Menter1 Kesehatan Republik Indonesia Nomor
Hk.01.07/MENKES/342/2020 Tentang Standar Profesi
Nutrisionis;

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
54 /HUK/ 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan Oleh Masyarakat;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2004,
tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau,
dirubah Nomor PM 58 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 201" Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2012 tentang Bangunan Gedung dan Perizinannya
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor S5 Tahun
2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional
dan Pusat Perbelanjaan serta Toko Modern (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 55);

Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 124 Tahun
2011 tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Uang/Barang;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

59.

60.

61.

62.

63.

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2015
tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Jaminan Biaya
Bongkar;

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 49 tahun 2020
tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang
Pendidikan ( PAUD, TK dan Kursus ) Kabupaten Barito
Kuala ( Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020
Nomor 49 ),

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2021
tentang Pemungutan Pajak daerah melalui sistem aplikasi
pajak daerah secara online dan terintegrasi;

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021
Nomor 105);

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022
tentang Pendelegasian wewenang di Bidang Perizinan dan
Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito
Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
Nomor 21]).

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosudur Perizinan pad Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala.

Standar Operasional Prosudur sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU sebagimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 7 Maret 2023

I




Lampiran . Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145/ KUM /2023
Tanggal 7 Maret 2023

DAFTA STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN BERDASARKAN
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 145/ KUM /2023

No.

JENIS PELAYANAN

Sektor

PERSETUJUAN KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN
RUANG (PKKPR)

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

1ZIN REKLAME

Pekerjaan Umum

VW

SURAT PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPKPLH)

SURAT PERSETUJUAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPKLH)

Lingkungan Hidup

1ZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

1ZIN USAHA SALON KECANTIKAN

IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

10

IZIN USAHA OLAHRAGA

11

IZIN WARNET DAN GAME CENTER

12

IZIN HOTEL DAN PENGINAPAN

13

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

14

IZIN TRAYEK

15

IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG (TAKSI)

16

IZIN PENGGUNAAN PERAIRAN DARATAN

Perhuungan

17

IZIN PENDIRIAN PAUD

18

IZIN PENDIRIAN TK SWASTA

19

IZIN PENDIRIAN SD SWASTA

20

IZIN PENDIRIAN SLTP SWASTA

21

1ZIN OPERASIONAL PAUD

Pendidikan

22

IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/ BARANG

23

IZIN MENGUMPULKAN DANA/ SUMBANGAN

24

1ZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

25

IZIN UNDIAN BERHADIAH (BARANG DAN UANG)

Sosial

26

IZIN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

27

IZIN KURSUS

Ketenagakerjaan

28

IZIN PRAKTEK PERAWAT

IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM/SPESIALIS/GIGI

30

IZIN PRAKTEK BIDAN

31

IZIN PRAKTEK TERAFIS GIGI DAN MULUT

32

1ZIN PRAKTEK NUTRISIONIS

33

IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

IZIN PRAKTEK APOTEKER

35

[ZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

IZIN APOTEK

37

IZIN TOKO OBAT/TOKO KOSMETIK/ALAT KESEHATAN/PEDAGANG ECERAN
OBAT

38

IZIN KLINIK

39

1ZIN PRAKTEK RADIOGRAFER

IZIN MENDIRIKAN DAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

41

IZIN PUSKESMAS

Kesehatan




Lampiran XI . Keputusan Bupati Banto Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
Nama SOP PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang

3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemantaatan
Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 31 tahun 2022 tenlang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Penzinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan keg:atan

c Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d Mempunyail komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

a Dinas PUPR
b Tim BKPRD Kab Barito Kuala

a Alat Tulis kantor
b Seperangkat Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembustan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang lelah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
Kabid
TAN PEMOHON )
o e Frontoffice | 227 Perena® | Tim TKPRD P;r:uk:n Backoffice Kepala Dinas Solxotwria Padeng- | waktu Output
1 |Memasukan Permohonan ' )
Jrj
Permohonan
2 memeriksa Kelengkapan berkas P::mohwn 5 Ment | Persyssstan i
permohonan [zin Tidak Lengkap \ yaratan zin siah diparina
Permohonan
3 Membuat Surat Undangan Untuk Rapat Persyaratan zin | 1 Han | Jadwal Survey
Teknis Lengkap telah diperksa
Melaksanakan Rapal Pembahasan Jadwal Survey | 15 Han Berta Acara
4 Rapat
PKKPR
Menysun Berta Acara rapat dan MWMI 1 Hani RTmm o
5 [Membuat Rekomendasi TKPRD l |




Rekomendasi
6 |Memparaf Rekomendasi TKPRD Rekomendasi | .\, . Tim TKPRD
Tim TKPRD yang telah di
parafl
Rekomendasi Rekomendasi
7 |Memparaf Rekomendasi TKPRD Tim TKPRD 10 Menit Tim TKPRD
yang telah di yang telah di
paraf paraf
Rekomendasi Rekomendasi
8 Melakukan penanda tanganan Tim TKPRD St Tim TKPRD
Rekomendasi TKPRD yang telah di yang teiah di
paraf Tanda Tangani
Rekomendasi Arclp
Tim TKPRD ; ;
9 |Mengarsipan Rekomendasi 5 Menit | Rekomendasi
yong loleh & TKPRD
Tanda Tangani
Permohonan,
10 |Memproses PKKPR Persyaratan ‘:‘:‘ﬂ 1Hari | SKPKKPR
TKPRD
. |SK PKKPR yang
11 |Memparaf PKKPR SKPKKPR | 5Menit | 0 & Paraf
SK PKKPR yang|
SK PKKPR yang
12 |Menandatangani SK PKKPR SsnGiPiaf | © Mook | Tl & Tants
T ;
SK PKKPR yang
13|Mengarsipan dan validasi penyerahan telah di Tanda | 5 Menit | SK PKKPR
izin Tangani
Tanda Tenma 2
14 |Menyerahan izin ‘ }- Berkas 5 Menit SK PKKPR




Lampiran XIV : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 18845/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revis|

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Dasar Hukum

Kualifikas| Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
perizinan Tertentu lzin Mendirikan Bangunan (IMB)

2 Peraturan Daerah No 2 Thn 2012 Tentang Bangunan gedung & perizinannya

3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Penzinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d Mempunyal komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiu

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

a Dinas PUPR

a Alat Tulis kantor
b Seperangkat Komputer

b
Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
PBG Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin PBG

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentas: PBG yang telah diterbitkan

Rencana Pembangunan Rumah Tinggal
dan Memeriksa Kelaikan Fungsi
Bangunan Rumah Tinggal

konsultasi dan Jadwal
Konsuitasi denga TPT

PELAKSANA MUTU BAKU
Perleng-
No KEGIATAN PEMOHON DINAS PUPR / Tim Operator
Teknis PBG Kepala Dinas PUPR | Kepala Dinas PMPTSP OPMPTSP — Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan ke SIMBG Data Umum
( ) Data Teknis Bangunan Permohonan di SIMBG
;
2 |Memverifikasi Data Teknis ) 4 Data Umum. Data
/ Teknis Bangunan 1 Heri Permohonan zin yang
Tidak Lengkap \ teth di Verifiksi
3 [Menunjuk TPT Untuk Dilakukan Lengkap Data Umum. Data Nama dari TPT yang
Konsultasi Dok Teknis Pemohon dan Teknis Bangunan telah dipdih untuk
Menjadwalkan Konsultasi Bersama TPT 3 Han [tahap konsuttasi dan
Jadwal Konsultasi
denga TPT
4 | Membernkan Perimbangan Teknis 8 Nama dan TPT yang 21 Hari |Benta Acara Hasil
telah dipilih untuk tahap Konsultasi TPT




Memvalidasi Sertfikat Laik Fungsi

Berita Acara Hasil 1 Hari |Rekomendasi Sertifikat
Konsultasi TPT Laik Fungsi (SLF)

Me lidasi

A0 Seviat Lok Fungel Rekomendasi Sertifikat | 1 Har| |Sertifikat Lalk Fungsi

Laik Fungsl (SLF) (SLF)

m\gy:::i:\:::n Sertfikat Laik Fungsi dan Sertifikat Lalk Fungs| 70 Menit |ReH Dat
(SLF) Pemohon dan Arsip

SLF

Mengambil Sertfikat Laik Fungsi Permohaonan yang telah | 10 Menit | Sertifikat Laik Fungsi

tervalidasi (SLF)

P, BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XII - Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 18845/ 145 /KUM /2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal 7 Maret 2023

| Tanggal Pembuatan

Iml Revisi

Tanggal Efexii

Disahkan Oleh

BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP

IZIN REKLAME

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Pemerntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

3.
dan Jaminan Biaya Bongkar

2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame

4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaitan s

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substans: kegiatan

d Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesakan setap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Peralatan/Periengkapan
a Dinas PUPR a Alat Tulis kantor
b _BP2RD b Seperangkat Komputer
Peringatan . Pencatatan dan Pendataan
SOP init merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan

1zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketdak pastian kebidak trasparanan

ketdak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan (zin

a Scan Berkas Permohonan

b Dokumentasi |zin yang telah diterbitikan

PELAKSANA MUTU BAKU
I
No KEGIATAN PEMOHON . 3.,..-: Penzinan Tim Tekeis Survey Beaislie Kabd Penzinan Kepaia Perleng- | Waku Output
ontoffice mum Umum Dinas | «apan |
]
T {
1 |Memasukan Permohonan J !
|
Permohonan
, [Memerisa Kelengkapan berkas P""'"’"""";,!sm Persysratan ar
permohonan lzin Tidak Lengkap \ | T S
Pemononan |
Persyaratan @n | 10 Menit | jadwal Survey
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey Longinp isiah Gperhas
+ |Membuat surat Permintaan Petugas Jacdwai Survey | 15 Men T""“"""""E
Survey Lapangan .
e
1
" ye | 1 Han | Berita Acara
5 |Melaksanakan Survey Lapangan Survey i J Lapangan
1




Melakukan Evaluas: Hasil Survey

Berita Acara

6 |Kelengkapan Dokumen standar dan Berita Acara | o
Kesesuaian Pemasangan Lapangan Lapangan
Surat Pengatan
7 |Membuatan Pengantar Berita Acara |\ ponit|  Pembayaran
Lapangan Retribusi
8 Membawa Pengantar untuk Melakukan S:r:‘m::mn 1 Hawi Bukti
Pembayaran Retribusi *
4 S Retribusi s
Bukti Izin yang siap
h
9 |Menyerahkan Bukti Pembayaran Pembayaran S Menit diproses
10 |Memprosesan Izin 'z""d?;'"g S0 | 4 Har | Izin Reklame
Izin Reklame
11 |Memparaf Izin lzin Reklame | 5 Menit | yang telah di
Paraf
|lzin Reklame {zin Reklame
12 |Menandatangani |zin yang telah di | 5 Menit | yang telah di
Paraf Tanda Tangam
Izin Reklame lzin Reklame
13 |Mengarsipan dan Penyerahan izin yang telah di | 5 Menit | yang telah di
Tanda Tangani Arsipkan
14 |menyerahkan ke Pemohon ‘ }- Tan:: r:::m. 5 Menit | [zin Reklame




Lampiran X ©  Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Tanggal 7 Maret 2023
Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP 1ZIN USAHA TOKO MODERN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 10 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan serta Toko Modern

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan

Non Perzinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d Mempunyal komitmen tinggl untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

a Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan a Alat Tulis kantor

b b Seperangkat Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
I1zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi lzin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan : Kabid Perizinan Kepala Perleng-
Frontoffice | " C\prse | Diskoperindag Survey Backoffice npigne Dinas capan Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan (
-
Permohonan
Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan. | g it | Persyaratan izin
2 Persyaratan izin
permohonan [zn Tidak Lengkapl \ telah diperiksa
Permohonan
Meniadwalkan Jadwal Surve Persyaratan izin | 10 Menit| Jadwal Survey
3 ) y Lengkap telah diperiksa
4 [Membuat Sural Pemmintaan Petugas Jadwal Survey | 15Menit| | Saksananya
Survey Lapangan Survey
Telaksananya 1 Hari Berita Acara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey Lapangan
8 Mengevaluasi Hasil Survey Kelengkapan B:nta Acara 2 Hari Rekomendas:
Dokumen standar apangan Teknis SKPD




7 |Memproses SK izin Rekomendasi o oK lain
Tekris SKPD
8 [Memparaf SK Izin SKizn | 5 Mend ‘"‘5?"“»..«"”‘
SK Izin yang
9 |Menandatangani SK Izin SK izin yang | g prenit | Telan di Dtanda
Telah di Paraf T
SK Izin yang
10 Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan Telsh di 5 Manit 1?:.I:a;m
1zin T Ditanda Data
Menyerahkan |zin diserahkan SKizinyang | o Izin Usaha Toko
" | kepemohon ( ) Tetoh ¢ Deta | > V™ | Modem

_ ﬁ,_B_UPATl BARITO KUALA,

’.




Lampiran VI - Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP 1ZIN USAHA SALON KECANTIKAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas

3 Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami| dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan keglatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substans kegiatan

d Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiu

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

a Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Parwisata
b

a Alat Tulis kantor
b Seperangkat Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan @in

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Kabid Perizinan Kepala Perleng-
Frontoffice | | " ompTse Pariwisats Survey Backoffice G Dines . Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan ‘ ,‘
L
Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan. | :mz'h
2 Persyaratan @in SR —
permohonan lzn Tidak Lengkap \ b e
Permohonan
3 [Men, kan Jadwal Su Persyaratan zin | 10 Menit| Jadwal Survey
jadwall rvey Lengkap telah diperiksa
Membuat Sural Permintaan Petugas Jadwal Survey | 15 Menit Telaksananya
4 Survey Lapangan Survey
Telaksananya Berita Acara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey 1 Han
Berita Acara Rexomendas:
Mengevaluasi Hasil Survey Kelengkapan 1 Hari
6 Dokumen standar I Lapangan Teknis SKPD




[ Rekomendas 1 Hari 8K zin
7 (Memproses SK zin S ehots SIS
iz yang Telah
5 Menit
8 |Memparaf SK lzin 8K izin a & Paraf
|
i SK iz yang
SKIZin yang | ¢ yanit | Telah & Dtanda
9 |Menandatangani SK Izin Telah di Paraf | Targan
zir Usana
SK zin yang |
10 Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan
Izin
1 Menyerahkan lzin diserahkan




Lampiran V: Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha
Umum, Rekreasi, Olahraga dan salon Kecantikan

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢. Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
d_Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan  : f

a Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata a Alat Tulis kantor

b b. Seperangkat Komputer
Peringatan - :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan,
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice Umm' DPMPTS Backoffice Ry Di;\"a “ Perlengkapan | Waktu Output
1 |Memasukan Permchonan ‘
JKJ
Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan, Kkiack Permohonan,
2 Persyaratan izin n Persyaratan izin
permohonan Izin Tidak Lengkap \ telah diperiksa
Permohonan
_ ] . .| Data Berkas
n Koordinir buatan izin Persyaratan zin | 10 Menit
3 |Mendata da pem Leng:ap—_r gl oo M
Data Berkas :
4 |Memproses Pembuatan [zin g Masuk 1 Hari SK Izin
|




Memparaf SK Izin

SK Izin
SKizn | 5Ment | o et
SK [zin yang
Menandatangan SK izin v -Sﬁhlz: Parat | 5 Ment | teish di Tands
Tangam
SK Izin yang SK lzn yang

Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan

1zin teiah di Tanda | 10 Memt MT:;‘M

Menyerahkan Izin diserahkan - -s:hlz:rm

Kepemohon

Tangar




Lampiran IV: Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA
Dasar Hukum

Tanggal 7 Maret 2023
Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revis

Tanggal Efektif

Disahkan Oieh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP

Izin Usaha Olahraga

Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha
Umum, Rekreasi. Olahraga dan salon Kecantikan

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewsnang di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepaila Dinas PMPTSP

a. Memahami dengan baik kagbﬁn yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan

d_Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegistan tepat sasaran dan tepat wakiu

Keterkaitan

Peralatan/Periengkapan

a Dinas Kapomudun Clah Raga, Kebudaysan dan Pariwisala
b

a Alat Tulis kantor
b _Seperangkat Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam psmbuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a. Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Kabid Perizinan Kepala Perleng-
Frontoffice |, " oMPTSP|  Parwisats Survey Backoffice ydgn Flons . Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan ‘ ]
Permohenan,
, [Memeriksa Kelengkapan berkas A m 5 Ment | Persyarstan izin
permohonan lzin Tidak Lengkap \ feiah diperiksa
Permchonan,
Persyaratan izin | 10 Ment |Jadwal Survey
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey e i ilinahny
Telaksanan
Membuat Surat Permintaan Petugas Jadwal Survey | 15 Ment Smnyy.
4 Survey Lapangan
Telaksananya 1 Hevi Berita Acara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survay Lapangen
Berita Acara 1 Hari Rekomendas|
Mengevaluasi Hasil Survey Kelengkapan Lapangan Teknis SKPD
6
Dokumen standar I




7 |Memproses SK izin

Rekomendas:

Tekns SkPD | ' Ha" -
8 |Memparaf SK Izin lzin yang Telah
SK Izin 5 Mentt di Paraf
SK lzin yang
9 |Menandatangani SK lzin SK lzin yang 5 Menit | Teiah di Ditanda
Telah di Paraf Ta
Melakuk i SK 1zin yang .
10 o ukan Pengarsipan dan Penyerahan Brcrigor o '3',1.,1 Usaha
raga
Tangani
11 Menyerahkan Izin diserahkan Tanda Terma S \zin Usaha
Kepemohon Berkas Olahraga




Lampiran VII

Keputusan Bupat Barito Kuala

Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal 7 Maret 2023

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revis

Tanggal Efektf

Disahkan Oleh

BUPAT| BARITO KUALA

Nama SOP

IZIN WARNET DAN GAME CENTER

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha
Umum Rekreasi Olahraga dan salon Kecantikan

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan

d_Mempunyai komitmen tingg untuk menyel 1 setiap tahapan keg@atan tepat sasaran dan lepat waktu
Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
a Dinas Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Parwisata a Alat Tulis kantor
b b _Seperangkat Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang waib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Kabid Perizinan Kepala Perieng-
Frontoffice Umum DPMPTSP | Panwisata Survey Backoffice Uinays Pl - Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan
C‘_/
Permohonan
2 Memernksa Kelengkapan berkas PPamohm-;m 5 Menit | Persyarstan ain
permohonan lzin \ W teiah diperiksa
Pemohonan
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey P::“rdm @n | 10 Menit| Jadwal Survey
4 Membuat Surat Permintaan Petugas Jagwal Survey | 15 Menit Tellmanerys
Survey Lapangan non
Telaksananya 1 Had Berta Acara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey Lapangan
Benta Acara 1 Rekomendas:
g [Mengevaiuasi Hasil Survey Kelengkapan Lapangan 2Han | rekns SKPD
Dokumen standar ]—




7 [Mem SK zin Rekomendas: SK lzn
proses Teknis SKPD | ' 1"
i Izin yang Telah
8 (Memparaf SK Izin SK Izin 5 Menit 2
SK 1zin yang
1zin : .
9 |Menandatangani SK Izin Ti’f.h 0 Yo, | 5 Menit | Telah di Dianda
Tangani
SK Izin yang lzn Warnet dan
10 Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan Telah di O 5 Menit Game c.n:‘r
1zin Tangani “Ampkanng car
Izin Warnet dan
Menyerahkan |zin diserahkan Game Center 5 Menit |zin Warnet dan
1| kepemonon yang telah di Game Cénter
Arsipkan

Pj BUPATLBARITO KUALA,

5%




Lampiran 1 : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tangga Efekif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN HOTEL DAN PENGINAFAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha
Umum, Rekreasi, Olahraga dan salon Kecantikan

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP,

a. Memahami dengan baik klglmn yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢. Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d.Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
a Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata a. Alat Tulis kantor
b b. Seperangkat Komputer
n Pencatatan dan Pendataan

Peringatar
SOP ini rnoruplkun prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika hidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan,

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a. Scan Berkas Permohonan
b. Dokumentasi Izin yang lelah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
NoJ KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Kabid Perizinan Kepala Perieng- Wakt Output
Frontoffice |, mopmPTsP| Pariwisata Suvey Backoffice Umum Dinas xapan
1 |Memasukan Permohonan ( ]
Permohonan.
, [Memeriksa Keiengkapan berkas "'"m"im 5 Menit | Persyaratan izin
permohonan lzin Tidak Lengkap | N\ b islan crperksa
Permohonan
Persyaratan imn | 10 Menit | Jadwai Survey
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey Lengkap teiah dipenksa
4 [Membuat Surat Permintaan Petuges Jadwal Survey | 1 Hari va'l&m
Survey Lapangan
Telaksananya 1 Hari Benta Acara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey Lapangan
Benta Acara Rekomendasi
Mengevaluasi Hasil Survey Kelengkapan Lapangan | M |reunis SKPD
6 |Dokumen standsr




Rekomendasi

7 |Memproses SK izin
Teknia SkPp | 2 HoM o
8 |[Memparaf SK Izin Izin yang Telah
pa SK (zn 5 Menit 2 Pl
SK lzin yang
9 |Menandatangani SK Izin SK lzin yang 5 Menit | Telah di Ditanda
Telah di Paraf -
angani
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan SK zin yang 1zin Hote! dan
L I1zin Telah di Ditanda| 5 Mendt Penginapen
Tangani
1 Menyerahkan lzin diserahkan ‘ } Tanda Tenma 5 Menit lzin Hotel dan
Kepemohon Berkas Penginapan




Lampiran IX - Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efek

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi izin Usaha
Umum, Rekreasi, Olahraga dan salon Kecantikan

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Penzinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang beriaku dalem pelaksanaan kegiatan
¢. Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d_Mempunyal komitmen tinggi untuk menyelesakan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiy

Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan

a Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata a Alat Tulis kantor

b b_Seperangkat Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
|zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian kelidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan in

a Scan Berkas Permchonan
b Dokumentasi [zin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
NoJ KEGIATAN PEMOHON Bidang Perzman Dinas Kabid Perizinan Kepaia Perleng-
Frontoffice | - moemeTse | Parwi Survey Backoffice Umum Dinas Wakiu Output
1 ‘Momuulun Permchonan ( J
Memeriksa Kelengkapan berkas e Parmohonan. | g et | Persyaratan izin
2 ; Persyaratan zin
permohonan lzin Tidak Lengkap | N\ teiah diperksa
Permohonan,
Lengkap teiah diperiksa
Membuat Surat Permintaan Petugas Jadwal Survey | 15 Menit| | Saksananya
- Survey Lapangan Survey
Teiaksananya Berita Acara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey 1 Han Capenges
Mengevaluasi Hasil Survey Kelengkapan BURSAGSS | jouq | Pebementie
8 Dokumen standar I Lapangan Tekres SKPD




7 |{Memproses SK
P zin Rekomendasi | ... SK Izin
Teknis SKPD
8 |Memparaf SK Izin Izin yang Telah
SK izin 5 Menit di Paraf
) SK [zn yang
9 |Menandatangani SK Izin SKizin yang | ¢ \enit | Telah di Ditanda
Teiah di Paraf Yangers
SK kzin yeng Tanda Daftar
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan A Usaha
0 lzin Telah di Ditanda| 5 Menit Pariwisata
Menyerahkan Izin diserahkan ( ;
11
Kepemohon




Lampiran II . Keputusan Bupat Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN TRAYEK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuata Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi lzin Usaha
Umum, Rekreasi, Olahraga dan salon Kecantikan

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non

Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b. Memahami dengan baik kelentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substans| keglatan

d Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan lepat sasaran dan tepat wakiu

Keterkaitan

Peralatan/Periengkapan

a. Dinas Perhubungan
b

a Alat Tulis kantor
b._Seperangkat Komputer

Peri n

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan delam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin.

a Scan Berkas Permchonan
b Dokumentasi izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
y AN PEMOHON B i
. BT Froniofce | See P | D00 e | 8urver | mackomos | emTenen | Keeem Porteng- | waktu |  Output
1 |Memasukan Permohonan ‘ )
‘.4
Permohonan
Memeriksa Kelengkapan berkas Pemnchorian 5 Menit | Persyaratan Ir.Jn
2 permohonan lzin Tidak Lengkap \ Persyaratan izin Puciat sposgiinge
Permohonan,

3 |Menj urvey Lengkep telah diperiksa v
« |Membust Surat Permintaan Petugas Jadwal Survey | 15 Meni| | ®iaksananya
Survey Lapangan Survey

Telaksananya Berita Acara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey o Lapangan
Mengevaluasi Hasil Survey Kelengkapan Berits Acara 1 Harl Rekomendasi
6 |Dokumen standar T Lapangan Teknis SKPD




Rekomendasi

7 |Memproses SK izin
SK Izin
Teknis SKPD el
8 |Memparaf SK izin lzin yang Telah
SKizn | SMentt | T oo
SK lzin yang
9 [Menandatangani SK Izin SKlzinyang | 5 pent |Telah di Ditanda
Teiah di Paraf Tangani
Melal engarsi SK lzin yang
10 1zin G R Telah di Drtanda| 5 Menit lzin Trayek
Tangan
Menyerahkan lzin diserahkan Tanda Tenma | .\ o 1zin Trayek

1

Kepemohon




Lampiran [II - Keputusan Bupati: Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Ten@al Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG ( TAKSI )

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Rekayasa. Analisis Dampak
serta Manajemen Kebutuhan lalu Lintas

3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2023 tentang Penyelengaraan Angkutan
Orang di jalan dengan kenderaan Umum

4  Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menumjang fugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
c Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan lepat waktu

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

a Dinas Perhubungan a Alat Tulis kantor

b b Seperangkat Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan zin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Kabid Perzinan Kepala Perleng-
Frontoffice Uerom Perhubungan Survey Backoffice Uiain Dinee Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan
C‘_f
Permohonan
Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan 5 Menit | B
ersyaratan zin
2 | permononan Izin Tidak Lengkap \ Persyaratan izin Sl iaria
Permohonan.
M Ikan Jadwal Surve: Persyaratan izin | 10 Ment | Jadwal
3 |Menjadwalkan y Lengkap teiah diperiksa iy
Membuat Surat Permintaan Petugas > Jadwal 15 Meni Telaksananya
4 Survey Lapangan Survey enit Survey
Telaksananya ; Berita Acara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Serveg 1 Hani b
Mengevaluasi Hasil Survey Kelengkapan Berta Acara 1 Hari Rekomendas!
6 |Dokumen standar T Lapangan Teknis SKPD




7 |Memproses SK izin Rekomendasi
Teknis skpp | 1 Han -
8 |Memparaf SK |zin
skizn | sMent | N 309 T
9 |Menandatangani SK Izin SK Izin yang SK Izin yang
Teiah ol Paraf | 5 Mot T"';""D'""d'
angani
10 |Metakukan Pengarsipan dan Penyerahan SK Izin yang izin Usaha
Izin Telah di Ditanda| 5 Menit | Angkuan Orang
Tangani (Taksi)
Menyerahkan lzin diserahkan Tanda Tenma Sl Lo
H Kepemohon ( } Bert 5 Menit Amururun Orang




Keputusan Bupau Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Lampiran XIII

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN PENGGUNAAN PERAIRAN DARATAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupalen Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi lzin Usaha
Umum. Rekreasi Olahraga dan salon Kecantikan

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memaham| dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan

d Mempunyal komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap lahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

a Dinas Perhubungan a Alat Tulis kantor

b b Seperangkat Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
lzin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Kabid Perzinan Kepala Perleng- Outp
Frontoffice | |;m.m DPMPTSP | Perhubungan Sunvey B———— Umum Dinas o ke .
1 |Memasukan Permohonan ( J
-
Memeriksa Kelengkapan berkas Parmohonsn Permohonan.
2 Porbariin heist 5 Ment | Persyaratan izin
permohonan zin Tidak Lengkap \ canl telah diperiksa
Permohonan
i Persyaratan zin | 10 Ment | Jadwal Survey
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey G o
4 | Membuat Surat Permintaan Petugas Jadwal Survey | 15 Menz| Pei@ksanasan
Survey Lapangan Survey
Pelaksanaan 1 Hari Berita Acara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey Lapangan
g [Mengevaluasi Hasil Survey Kelengkapan iinases 3 Hari ? oy
Dokumen standar ] Lapangan eknis SKPD




Memproses SK izin n Rekomendasi 1 Hari SK lzin
Teknis SKPD
Telah
8 [Memparaf SK lzin 8K Izin 10 Menit Izmmr‘
SK 1zin yang
9 |Menandatangani SK izin SK1zinyang | g yenit | Telah di Ditanda
Telah di Paraf Tangani
SK 1zin yang SK lzin yang
Ly Eﬂ"‘"k'" P e— Telah di Ditanda| 5 Mentt | Telah di Ditanda
Tangani Tangani
Izin Pengunaan
11 |Menyerahkan Kepemohon ‘ :- Tanda Terima 5 Menit Pacaianr
Berkas Daratan

P+-BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XXIV : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP 1ZIN PENDIRIAN PAUD ( PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )
Dasar Hukum '
1 Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan fepat sasaran dan tepat waktu
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tetapkan untuk menjamin anak usia dini mendapatkan
akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas

4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

Keterkaitan -
a Dinas Pepdidikan a Alat Tulis kantor

b b_Seperangkat Komputer

Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan

Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketdak trasparanan b Dokumentasi |zin yang telah diterbitkan

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

PELAKSANA MUTU BAKU
No, KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice ks Backoffice i Dinas Perlengkapan | Waktu Output Ket
1 |Memasukan Permohonan
C‘ —J
Memeriksa Kelengkapan berkas Permononen, | P~ Permohonan,
2 honan lzin 3 Pmm @in | 'lt!'-_lﬁn
permonona Tidak Lengkap telah diperiksa
Permohonan
; .| Data Berkas
buatan zin Persyaratan izin | 10 Menit
3 |Mendata dan Koordinir pem Lengkap 7 ‘*
| !




Kepemohon

SLTP Swasta

Memproses Pembuatan Izin Data Berkas | , .5 SK Izin
Masuk
Memparaf SK lzin SK 1zin yang
SK lzin 5 Menit telah di Paraf
SK Izin yang
Menandatangan SK zin SKizinyang | g ysenit | telah di Tanda
telah di Paraf Tangani
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan tjrr:z;n;::c?a o hetS:hI?;?g::ga
Izin .
Tangani Tangani
Menyerahkan Izin diserahkan _ Tanda Terima 5 Menit Izin Pendirian
( ) Berkas

P}, BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XXV

Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188 45/ 145 /KUM /2023

Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revis|
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PENDIRIAN TK SWASTA
Dasar Hukum
1 Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendinan b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ¢ Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan
3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tetapkan untuk menjamin anak usia dini mendapatkan
akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas
4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banto Kuala

Keterkaitan

a Dinas Pendidikan a Alat Tulis kantor

b b_Seperangkat Komputer

Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan

Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketdak trasparanan b Dokumentasi lzin yang telah diterbitkan

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan zin

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice Umum Backoffice Umum Dinas Periengkapan | Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan ‘ J
Permohonan

Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan _
? honan iz Persyaratan zin | > Ment | Persyaratan zin

permohonan 1zin Tidak Lengkap \ telah diperiksa

Permohonan Data Berkas
I i
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan 1zin P Persyaratan izin 0 Menit Mot
I




Memproses Pembuatan Izin Data Berkas
Kinauk 2 Han SK lzin
Memparaf I
paraf SK Izin SK Izin 5 Menit tﬁﬁ.:‘i,’: ;:’r’:’f
SK lzin yang
Menandatangan SK izin SKizinyang | 5yent | telah di Tanda
telah di Paraf Tangani
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan SK lsin yang SK kn yong
iZin telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Tangani Tangani
Menyerahkan lzin diserahkan Tanda Tenma | . \\0 0| 120 Pendirian
Berkas PAUD

Kepemohon

Pj. BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XXII :

Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 18845/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
Nama SOP IZIN PENDIRIAN SD SWASTA

Dasar Hukum

Pendidikan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

1 Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
2 Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

3 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendinan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

a Memaham dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang beriaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan fepat waktu

Keterkaitan

a Dinas Pendidikan
b

Alat Tulis kantor
Seperangkat Komputer

o™

Peringatan

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

SOP ini merupakan prosedur baku yang wa)ib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan

Scan Berkas Permohonan
Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

oW

PELAKSANA MUTU BAKU
PEMOHON bid P Kepala
NoJ SANMALEN Frontoffice Bndangni::r:zi el Backoffice Ka Um:r:man [;?\:s Perlengkapan | Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan ( J
[
P , Permohonan,
Memeriksa Kelengkapan berkas / P N7 | 5Menit | Persyaratan izin
2 ersyaratan 2in tolah di
permohonan zin Tidak Lengkap \ penksa
Permohonan
- Persyaratan izin | 10 Menit Daia Berkas
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin Lengkap telah diperiksa Masuk




Lampiran XXIII : Keputusan Bunati Raritn Kinala

Data Berkas

Memproses Pembuatan lzin 2 Hari SK Izin
Masuk
Memparaf SK Izin > . SK Izin yang
Wi SMentt | telah di Paraf
SK Izin yan:
Menandatangan SK izin » SKlzinyang | 5 yant | telah di ;anga
telah di Paraf
Tangani
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan SK Izin yang SK Izin yang
1zin telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Tangani Tangani
Menyerahkan lzin diserahkan Tanda Tenma | o, SK izin "
Kepemohon Berkas g Op;r:zgn

_/P1. BUPATI BARITO KUA




Lampiran XXIII : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

| Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PENDIRIAN SLTP SWASTA

Dasar Hukum

1 Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

2 Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan

3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di

Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dailam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan

a Dinas Pendidikan a Alat Tulis kantor

b b_Seperangkat Komputer
Peringatan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tdak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
INo. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kﬁpa"
Frontoffice P Backoffice Ubvician B Perlengkapan | Waktu Qutput Ket
1 |Memasukan Permohonan ‘
“J

Memeriksa Kelengkapan berkas / Permohonan, | Kk ppm':‘."?n
2 | permohonan Izin Persyaratan izin ersyaratan izi

pe Tidak Lengkap farir4

Permohonan,
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin Persyaratan izin | 10 Menit Data Berkas
Lengkap telah diperiksa Masuk
I




4 |Memproses Pembuatan lzin Data Berkas 2 Hari SK [zin
Masuk
5 |Memparaf SK Izin SK Izin yang
P SK Izin 5Menit | . i Paraf
SK Izin yang
6 |Menandatangan SK izin 2:(:‘2:' ganrgf 5 Menit | telah di Tanda
ah di Pa
Tangani
SK 1zin yang SK Izin yang
Melakukan P
7 ,z:la aedi st sl S telah di Tanda | 10 Mentt| telah di Tanda
Tangani Tangam
8 Menyerahkan Izin diserahkan Tanda Terima 5 Menit IzZin Pendinan
Kepemohon Berkas SD Swasta
Pj. BUPATL BARITO KUALA,

MUJIYAT




Lampiran XXI . Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 18845/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPAT!I BARITO KUALA

KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN OPERASIONAL PAUD ( PENDIDIKAN ANAK USIA DiMNI )

Dasar Hukum

1 Peraturan pemenntah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

2 Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tetapkan untuk menjamin anak usia dini mendapatkan
akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas

4 Peraturan Bupati Banto Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barnto Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus diakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
c Memaham| dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan

d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiu

Keterkaitan

a Dinas Pendidikan a Alat Tulis kantor

b b Seperangkat Komputer

Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan

Izin Jika hdak dilaksanakan akan mengakibatkan ketdak pastan kebdak trasparanan b Dokumentas: 1zin yang telah diterbitkan

ketdak singkronan dan kebdak tepatan waktu dalam pembuatan zin

PELAKSANA MUTU BAKU
|No, KEGIATAN PEMOHON - Budang Perizinan o Kabid Perzinan Kepaia
r Umum Back Umum Dinas Periengkapan | Waiktu Output Ket
1 |Memasukan Permohonan ‘
4#
Permononan
5 Memernksa Kelengkapan berkas Poﬂnnhm-; 5 M -y
permohonan [zn Tidak Lengkap \ e e = Sperwsa
Permohanan
3 [Mendata dan Koordinir pembuatan zin Persyarsten @n | 10 Men| C0in Berkas
Lengkap iear Gperasa Mas.x
|




Data Berkas

Kepemohon

Berkas

Memproses Pembuatan Izin 2 Hari SK lzin
Masuk

Memparaf SK Izin SK lzin yang
SK lzin 5 Menit seiah di Paraf

SK Izin
Menandatangan SK izin SK Izin yang 5 Menit | telah di Ty:nngg
telah di Paraf Tangani

Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan SK Izin yang SK Izin yang

1zin telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Tangani Tangani

Menyerahkan lzin diserahkan Tanda Terima — E—




Lampiran XV : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPAT| BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARANG
Dasar Hukum
1 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/1996 tentang Pelaksanaan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat b Memahami dengan baik ketentuan yang berfaku dalam pelaksanaan kegiatan
2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 124 Tahun 2016 tentang lzin Pengumpulan |c Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
Sumbangan Uang/Barang d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan zin

Keterkaitan

a Dinas Sosial a Alat Tulis kantor

b b Seperangkat Komputer

Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan

I1zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi |zin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU

Frontoffice LN

Kabid Perizinan Kepala
Backoffice o Pl Perlengkapan | Waktu Output Ket

1 |[Memasukan Permohonan ‘ i

E 3

Permohonan
2 Memeriksa Kelengkapan berkas P“"“’"“"'u"n 5 Menit | Persyaratan in
permohonan izin Tidak Lengkap \ — telah diperiksa
Persyaratan zin | 10 Menit Deta Borkas
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan zin P tslals Sipadhns Masuk




Memproses Pembuatan Izin

Data Berkas

SK Izin
Masuk &b
Memparaf SK Izin SK Izin 5 Menit g::':z;r: ;:':gf
SK Izin yang
Menandatangan SK izin i gg:ﬁ? F",:"rgf 5 Menit | telah di Tanda
' Tangani
SKI SK lzin
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan telah‘:i’?Ty:r?ga SO, Monssipes Ty:ﬁa
= Tangani Tangam
Falg}
Menyerahkan lzin diserahkan Tanda Tenma 5 Menit Pengumpulan
Kepemohon Berkas Sumbangan

Uang / Barang




Lampiran XV] © Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revis

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN MENGUMPULKAN DANA/SUMBANGAN

Dasar Hukum

1 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/1996 tentang Pelaksanaan
Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 124 Tahun 2016 tentang lzin Pengumpulan |c Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
Sumbangan Uang/Barang d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaitan
a Dinas Sosial a Alat Tulis kantor
b b Seperangkat Komputer
Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
1zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

Scan Berkas Permohonan
Dokumentasi 1zin yang telah diterbitkan

om

PELAKSANA MUTU BAKU
MOHON -
Ne, KEGIATAN . Frontoffice B'd'ng "':::f NNl Backoffice Klbuﬂ;::;:‘mnan Kgf_:: Perlengkapan | Waktu Output Ket
1 |Memasukan Permohonan ‘ }
‘J
Permaohonan,
, [Memeriksa Kelengkapan berkas Ppm“ﬂ'gm 5 Menit | Persyaratan izin
permohonan Izin Tidak Lengkap | N T telah diperiksa
Permohonan
Data Berkas
Persyaratan izin | 10 Menit
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin Langlnp telah diperksa Masuk
T




Memproses Pembuatan lzin

Data Berkas

TS 2 Han SK lzin
Memparaf SK Izin SK Izin yang
- SKiein BMe telah di Paraf
SK 1 SK lzin yang
Menandatangan SK izin Zinyang | 5 menit | telah di Tanda
telah di Paraf
Tangani
- SK Izin yang SK lzin yang
Melakuk
lz;a v Pengemiperroes Pergerstan telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Tangani Tangam
lzin
Menyerahkan lzin diserahkan Tanda Terima 5 Menit Pengumpulan
Kepemohon Berkas Dana /

Sumbangan




Lampiran XVIII : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

SOP int merupakan prosedur baku yang waijib dilaksanakan dalam pembuatan
\zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP I1ZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)
Dasar Hukum
1 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/1996 tentang Pelaksanaan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 124 Tahun 2016 tentang Izin Pengumpulan  |c Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
Sumbangan Uang/Barang d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaitan :
a Dinas Sosial a Alat Tulis kantor
b b Seperangkat Komputer
Peringatan - :
a

Scan Berkas Permohonan
Dokumentasi lzin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No, KEGIATAN PEMOHON Bidang Perzinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice Ehiesarns Backoffice Lo Dinss Periengkapan | Waktu Output Ket
1 |[Memasukan Permohonan ‘ ]
Permohonan,
Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan, 5 Menit e
2 h Izin Persyaratan zin Persyaratan
permohonan Izi Tidak Lengkap telah diperiksa
Permohonan,
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan 1zin Persyaratan in | 10 Menit Data Berkas
Lengkap telah diperiksa Masuk
1




Data Berkas

Memproses Pembuatan Izin 2 Hari SK lzin
Masuk

Memparaf SK Izin i gy

P = S lzin S Menk telah di Paraf

SK | SK Izin yang

Menandatangan SK izin ZNYand | 5Mentt | telah di Tanda
telah di Paraf Tangani

SK Izin yang SK Izin yang

IMelakukan Pengarsipan dan Penyerahan telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
zin Tangani Tangani

Izin Lembaga

Menyerahkan Izin diserahkan Tanda Terima | ¢ \\0 0t Kese}ahte:agan

Kepemohon N Earkon Sosial Anak




Lampiran XVII : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN UNDIAN BERHADIAH (BARANG DAN UANG)
Dasar Hukum
1 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/1996 tentang Pelaksanaan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 124 Tahun 2016 tentang lzin Pengumpulan |c Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
Sumbangan Uang/Barang d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
3 Peraturan Bupati Baritc Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaitan -
a Dinas Sosial a Alat Tulis kantor
b b_Seperangkat Komputer
Peringatan ‘

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
I1zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
|No. KEGIATAN PEMOHON ssuiiiiian ang rrl:’:ﬂr:zinun Backoffice Kat:ml:fl rl::r:ﬂznan KI;&:: Peiegiopan | Wk Output -
1 |Memasukan Permohonan ‘ )
¥
2 Memeriksa Kelengkapan berkas P,:;,;n::;nn.;;n p— Pmot:‘mm
permohonan zin Tidak Lengkap \ reians Spariese
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin P i;m 10 Menit Dat:“ B"’:r:as
T




Data Berkas

Memproses Pembuatan Izin 2 Han SK Izin
Masuk
Memparaf SK Izin SK Izin sen | 21 0 yeng
telah di Paraf
SK Izin yang
Menandatangan SK izin > SKlzinyang | g \tenit | telah di Tanda
telah di Paraf
Tangani
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan SK lzin yang SK Izin yang
lzin telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Tangani Tangani
Izin Undian
Menyerahkan lzin diserahkan g Tanda Terima 5 Menit Berhadian
Kepemohon Berkas (Uang dan
Barang)

{I;UEATI BARITO KUALA,




Lampiran XIX © Keputusan Bupati: Barito Kuala

Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPAT| BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Dasar Hukum

1

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

2 Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 ¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
tentang Standar Sarana dan Prasarana Lemabaga Kursus dan Pelatihan d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaltan :
a Dinas Nakertrans a Alat Tulis kantor
b b_Seperangkat Komputer
Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No, KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice Lionins Backoffice i Dinas Perlengkapan | Waktu Output Ket
1 |Memasukan Permohonan ( /
f 3
Permchonan,
, [Memeriksa Kelengkapan berkas / pp'""mm'"‘ 5 Menit | Persyaratan izin
permohonan 1zin Tidak Lengkap \ Wy oA s telah diperiksa
Permohonan,
;. . Data Berkas
i uatan izin Persyaratan izin | 10 Menit
3 |Mendata dan Koordinir pemb Lengkap telah diperiksa Masuk
1




Memproses Pembuatan 1zin Permohonan, 2 Hari SK 1zin
Persyaratan izin
Memparaf SK Izin SK Izin yang
el SMentt | \eian di Paraf
SK Izin yang
Menandatangan SK izin SK Izin 5 Mentt | telah di Tanda
Tangani
SK lzin yang SK Izin yang
Melakukan Pen dan Pe
izin ST QI eyt telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Tangani Tangani
Menyerahkan lzin diserahkan P Tanda Terma 5 Menit |zin Pendinan
Kepemohon Berkas TK Swasta

BARITO KUALA,




Lampiran XX : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revis

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN KURSUS

Dasar Hukum

1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B1 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal

2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014
tentang Standar Sarana dan Prasarana Lemabaga Kursus dan Pelatihan

3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami| dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

Keterkaitan

a Dinas Pendidikan
b Dinas Nakertrans

a Alat Tulis kantor

Peringatan

b_Seperangkat Komputer

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
1zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
[No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice i, Backoffice in Dinas Perlengkapan | Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan ‘ J
r 3
Memerksa Kelengkapan berkas Permohonan, o P.rmd\onln:
2 _ Persyaratan izin Persyaratan izin
permohonan Izin Tidak Lengkap \ telah diperiksa
Permohonan
g Data Berkas
buatan izin Persyaratan izin | 10 Menit
3 |Mendata dan Koordinir pem s l s Kdasile

d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu




Memproses Pembuatan Izin Dets Bortas 2 Han SK lzin
Masuk
K Izin yan
Memparaf SK Izin SK Izin 5 Menit :lahz:jl ;ar:f
SK Izin yang
Menandatangan SK izin SKlzinyang | 5 ant | telah di Tanda
telah di Paraf Tangani
SK Izin yang SK Izin yang
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Izin Tangani Tangani
Izin Pendaftaran
Menyerahkan Izin diserahkan Tanda Terima 5 Menit Lembaga
Kepemohon (D Berkas Pelatihan Kerja

Pj. BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XXXVI : Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PRAKTEK PERAWAT

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan

a Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor
b b _Seperangkat Komputer
Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
1zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan 1zin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Penizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice | |\ “ewmprse| Backoffice Umum Diriss Perlengkapan | Waktu Output Ket.
1 |Memasukan Permohonan ‘
L
Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan, . | Pemohonan,
2 Persyaratan izin 5 Menit | Persyaratan zin
hmn'nohonln 1zin Tidak Lengkap \ telah diperiksa
Permohonan,
: Data Berkas
Mendata dan Koordinir buatan izin Persyaratan zin | 10 Menit
. P Lengkap telah diperiksa Masuk
Data Berkas :
4 |Memproses Pembuatan 1zin Maak 2 Hari SK Izin
1




SK |zin yang

Paraf SK lzin

SK izin e telah di Paraf

SK lzin yan
Penandatangan SK izin > SKlzinyang | 5 yant | telah di Ty:nc?a
telah di Paraf Tangani

Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan t::hlﬂung::ga 10 Menit tfigr:zdl?'l?:nnga
1zin

Tangani Tangani
lzin diserahkan Kepemohon ‘ % Tan;:rlae:rna 5 Menit 'ﬂ:t::omnf




Lampiran XXXII : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 18845/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tunggll Revisi

Tanggal Efektif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PRAKTEK BIDAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Madal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan :

a Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor

b b Seperangkat Komputer

Peringatan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan

lzin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan zin

PELAKSANA MUTU BAKU
|No KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice Umum Backoffice Uyt D Perlengkapan | Wakiu Output Ket
1 |Memasukan Permohonan ‘ ,—l
»
Memeriksa Kelengkapan berkas Pernchonn, o— mmu
2 h zin . Persyaratan @in
permononan Tidak Lengkap telah dipenksa
Permohonan
Data Berkas
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan zin Lengkap Persyaratan zin | 10 Menit =y
Data Berkas
4 |Memproses Pembuatan Izin —— Masuk 2 Han SK izn
1




SK Izin yang

Memparaf SK Izin
SK Izin 5 Menit telah di Paraf
SK Izin yan
Menandatangan SK izin > SKizinyang | g pent | teiah di ‘Iyanga
telah di Paraf
Tangani
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan SK 1zin yang SK Izin yang
1zin telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Tangani Tangani
Menyerahkan Izin diserahkan ( ) Tanda Tenma Y
Kepemohon Berkas e TK mg ngls

Py. BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XL : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 18845/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023
Nomor SOP
| Tanggal Pembuatan
Tanggnl Revisi
[ Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PRAKTEK TERAFIS GIGI DAN MULUT
Dasar Hukum
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di ¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

Keterkaitan

a Dinas Kesehatan a Alat Tuls kantor

b b Seperangkat Komputer
Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastan ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi lzin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON
4 Frontofiice Blchngﬂ:’uo:nmnan Backoff KablfJ :ﬂinzman K;‘pn:l: P o | Wkt Kat

1 |Memasukan Permohonan ‘ "

Memeriksa Kelengkapan berkas / Pennsbiones Permohonar
2 Iz 5 Ment | Persyaratan on

permohonan lzin Tidak Lengkap \ Persyaratan @in ot

Permohonan
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin S Persyarstan zin | 10 Ment Data Berkas
4 |Memproses Pembuatan Izin — Data Berkas 2 Hen o
1




Memparaf SK Izin

SK lzin yang
SK Izin 5 Menit ielah di Paraf
SK Izin yang
Menandatangan SK izin tsr rI\ch ;angf 5 Menit | telah di Tanda
elah di Para Tangani
SK Izin yan SK Izin yan
Meioban Pengarsipan dan Pasyenahin telah di Tyangl 10 Menit| telah di 'ganga
an Tangani Tangani
SK Izin yan:
Menyerahkan Izin diserahkan Tanda Terima 5 Menit | telah di Tyanga
Kepemohon

Berkas

Tangani




Lampiran XXXV ' Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomer SOP
Ta Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektf
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PRAKTEK NUTRISIONIS
Hukum

1 MMW&#MWTMWKMM a Memaham dengan bak kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

2  Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan b Memahami dengan bak ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegwatan

3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di ¢ Memahami dengan bak peraturan sesua: substans: kegiatan

Bidang Perzinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setap mhapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiu
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

|Keterkaitan .
a [Dinas Kesehatan a Alat Tubs kantor
b b Seperangkat Komputer
Peringatan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan
Izin Jika tdak diaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastan ketidak trasparanan b Dokumentasi lzin yang telah diterbitkan
kehdak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin
PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN PEMOHON Bidang Perginan Kabid Penzinan Kepala
r““ Frontoffice - Backoffice Perlengkapan | Waktu Output  |Ket
1 |Memasukan Permohonan ‘ ]
Permohonan.
Memenksa Kelengkapan berkas Permohonan
2 : S Menit | Persyaratan @n
permohonan Lzin Tidak Lengkap \ Persyaratan @n Yolnh dipers
Permohonan
3 Mendata dan Koordinir pembuatan zn Persyaratan @n | 10 Menat Daia Barkas
Lengkap teiah dipenksa Masuk
4 [Memproses Pembuatan (2in ™ D"'ma""" 2 Han SK lzn
1




SK Izin yang
Memparaf SK zin SK Izin 5 Menit o Pt
SK Izin yang
Menandatangan SK izin " SK 1zin 5 Menit | telah di Tanda
Tangar
SK Izin yang SK lzin yang
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan teiah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Izin Tangani Tangar:
Izin Praktek Ahl
Menyerahkan Izin diserahkan Tanda Terima 5 Menit Teknobgl
Kepemohon Berkas Laboratorium
',d!
e

Pj. BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XXVIIl . Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

Dasar Hukum
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang fugas
2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di ¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaitan
a Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor
b b_Seperangkat Komputer
Peringatan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan
lzin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

PELAKSANA MUTU BAKU
INo. KEGIATAN PEMOHON
g Frontoffice |2949 Per=inan|  gacyoffice "’b'fj;:'r‘:’"‘" Kgﬁ’: Perlengkapan | Waktu Output | Ket
1 |Memasukan Permohonan ‘ J
P
, |Memeriksa Kelengkapan berkas / Ppm ik -msohm-n
permohonan lzin Tidak Lengkap ersyaratan in ul-h, diperiksa
NTR——— 10 Menit Sadtue
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin Lsagien Persyaraian lin - .lhl
Permohonan,
4 |Memproses Pembuatan |zin Persyaratan in 2 Han SK lzin
1




Memparaf SK lzin

SK lzin

5 Menit

SK Izin yang

telah di Paraf
SK lzin yang
Menandatangan SK izin ::(r‘]z;n ;a:agf 5 Menit | telah di Tanda
e Tangani
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan ;Kr:ﬂnTy'nga 10 Menit mf:,:ﬁng 'nga
lzin ah di Tan n i Tan
Tangani Tangani
( ) SK Izin yang
Menyerahkan |zin diserahkan Tanda Terima
Kepemohon Berkas b tela?aing::?da




Lampiran XXX : Keputusan Bupati Banto Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PRAKTEK APOTEKER
Dasar Hukum
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
2 Undang-undang Nomor 368 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di ¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaitan
a Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor
b b_Seperangkat Komputer
Peringatan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi |zin yang telah diterbitkan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin
PELAKSANA MUTU BAKU
No, KEGIATAN PEMOHON Subkoodinator Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice Perizinan Umum| Backoffice gy Dinas Perlengkapan | Waktu Output Ket
1 {Memasukan Permohonan ‘ J
3
Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan, | o\ P'"“““’"';h
2 honan lzin Persyaratan izin Srayeratan
permohona Tidak Lengkap teiah diperiksa
Permohonan,
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin Persyaratan izin | 10 Menit Dcw
Lengkap telah diperiksa
Data Berkas .
4 [Memproses Pembuatan (zin P ke 2 Han SK Izin
1




Memparaf SK Izin SK Izin yang
SK Izin 5 Menit telah di Paraf
SK lzin yang
Menandatangan SK izin > tS:( ;z;" ;’"Qf 5 Menit | telah di Tanda
elah di Para Tangani
SK Izin SK izinya
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan et _'Y::ga S| Rkttt 'Iya:ga
o Tangani Tangani
Menyerahkan lzin diserahkan = Tanda Terima 5 Menit 1zin Praktek
Kepemohon Berkas Bidan

BARITO KUALA,




Lampiran XXXI : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektf
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
Dasar Hukum
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di ¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaltan  : :
a Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor
b b Seperangkat Komputer
Peringatan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin
PELAKSANA MUTU BAKU
|NoJ KEGIATAN PEMOHON Subkoodinator Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice Pching Lt Backoffice ot Dinas Periengkapan | Waktu QOutput Ket
1 {Memasukan Permohonan ‘ ‘,
4+
Permchonan
, |Memeriksa Kelengkapan berkas e Permohonan. | ¢ uient | Persyaratan izin
permohonan lzin Tidak Lengkap \ Persyaratan @in \elsh Giperiksa
Permohonan,
. .| Data Berkas
‘ Persyaratan zin | 10 Menit
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan zin v - ppour Masuk
» Data Berkas
4 |Memproses Pembuatan [zin Rlngikc 2 Har SK lzin
1




Memparaf SK lIzin SK Izin yang
SK izin § Mot telah di Paraf
SK lzin yang
Menandatangan SK izin SK Izin yang .
tlh & Parat 5 Menit tela.lt_\ di Tanda
angani
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan SK zin yang SK Izin yang
Izin telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Tangani Tangani
Menyerahkan Izin diserahkan Tanda Terima 5 Menit Izin Praktek
Kepemohon Berkas Apoteker

Pj. BUPAT] BARITO KUALA,




Lampiran XXXVIII : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomaor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP

IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan :

a Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor

b b Seperangkat Komputer
Peringatan .

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan,
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Pe

rmohonan

b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
|No. KEGIATAN PEMOHON Frontoffice psg:gmﬂ;trm SBackctlice Kabuf} r}:":r:man Kg'r:‘aalsa Pertengkapan | Waku Output Ket.

1 |[Memasukan Permohonan < : rj
i1 > e
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin pmm 10 Menit| Data Berkas

Lengkap telah diperiksa Masuk
4 |Memproses Pembuatan Izin ———L D‘:f:ur:” 2 Hari SK Izin

]




SK lzin
Memparaf SK Izin SK Izin 5 Menit | o ;:’:gf
SK Izin yang
Menandatangan SK izin > SK Izin yangf 5 Menit | telah di Tanda
telah di Para Tangeni
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan ke S:hlzmga:ga
1zin telah di Tanda | 10 Menit| telah di Ta
Tangani Tanganm
Menyerahkan Izin diserahkan Izin Praktek
Kepemaohon * Tang:f:anma 5 Ment | Terafis Gigi dan
- Mulut
7

P}. BUPATI BARITO KUALA, P




Lampiran XXXIX : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomar 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

4

Nomor SOP
| Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP 1ZIN RUMAH SAKIT
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Kesehatan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
2 Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas b Memahami dengan baik ketentugn yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
3. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada c. Memahami dengan baik peraturan sesuai substans: kegatan

d Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan

aomm
b

a Alat Tulis kantor
b Seperangkat Komputer

Peri n

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
1zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan

a Scan Berkas Permchonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin
[ PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Kabid Perizinan Kepala Perleng-
Frontoffice ol sk Survey Backoffice o Dinas s Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan ‘ }
2 Memeriksa Kelengkapan berkas / PPW 5 Mont D TP
permohonan |zin Tidak Lengkap \ ersyaratan izin Berkas
Pmmhonm\‘ )

3 |Menjadwalkan Jadwal Survey e Pmmnhn izin | 10 Menit| Jadwal Survey
4 Membuat Surat Permintaan Petugas Jadwal Survey | 15 Menit Telaksananya
Survey Lapangan Survey

Telaksananya 1Hari | BeritaAcara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey Lapangan
|




Mengevaluas Hasil Survey Kelengkapan

6 Berita Acara Rekomendasi
Dokumen standar Lapangan b Teknis SKPD
7 |Memproses SK izin Rekomendasi
Teknie Skpp | 2Han | SKizn
izin yang Telah
f
8 |Memparaf SK Izin SK |zin 5 Menit gl
: SK 1zin yang
9 |Menandatangani SK Izin SK1zin yang | gyt | Telah di Drtanda
Telah di Paraf T
angant
SK |zin yang
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan Telah di Ditanda| 5 Menit 1zin Rumah
10 izin Tangani et
d
Tanda Tenma Rumah

1

Menyerahkan Izin diserahkan
Kepemohon




Lampiran XXXVII © Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA
Dasar Hukum

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggai Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN PUSKESMAS

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas

3 Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan

4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan

d Mempunyal komitmen tinggl untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan

a Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor

b b Seperangkat Komputer
Peringatan £ Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Kabid Penzinan Kepala Perleng-
Frontoffice ey Kesshatan Survey Backoffice Urnicam: Dinas . Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan ‘
y #
2 Memeniksa Kelengkapan berkas Pm 5 Menit Tlhg:r:;m
permohonan Izin Tidak Lengkap \ yaratan
Permohonan,
. Persyaratan izin | 10 Menit| Jadwal Survey
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey PP i .
Membuat Surat Perminlaan Petugas Jadwal Survey | 15 Menit Tmny.
4 Survey Lapangan
Telaksananya 1 Hari Berita Acara
n
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey Lapangan
|




8 Mengevaiuasi Hasi| Survey Kelengkapan Do Acarn 2 Hari Pelonmondant
Dokumen standar Lapangan Teknms SKPD
7 |Memproses SK izin > ::M' 2 Han SK izin
8 |Memparat SK Izin SKizn | 5 Mene | =7 ye03 Teeh
SK Izin yang
9 |Menandatangani SK izin Ts"f.::’;‘ TonS, | 5 Ment [Teisn i Dtande
' Tangani
SK Izin yang
10 T:;I‘kmn PR EH MG P sostitn Telah di Ditanda| 5 Menit | [zn Puskesmas
Tangani
1 Menyerahkan |zin diserahkan "
Kepemohon




Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP 503/027/SOP-IZIN'DPMPTSP-BTL/2023
Tanggal Pembuatan 07 Maret 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP SURAT PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
Perlindungan Lingkungan Hidup ¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di d Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
Bidang Perizinan dan Non Penzinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaitan s Peralatan/Perlengkapan
a Dinas Lingkungan Hidup a Alat Tulis kantor
b b. Seperangkat Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentas: |zin yang telah diterbitkan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin
PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN PEMOHON Dinas Kabid Perizinen Kepaia Perleng-
Frontoffice Bidsing Fertdosn Lingkungan Survey Backoffice , Dinas kapan Waktu Output
Umum . Umum
Hidup
1 |Memasukan Permohonan (
»

2 memeriksa Kelengkapan berkas / Permohonan 15 Menit Tanda Terma
permohonan Izin Tidak Lengkap \ Persyaratan @n Berkas
Melakukan Penelaahan terhadap Permohonan,

1 Hari |Hasd Telashan

3 dokumen Lengkap Persyaratan @n

1
] Berkas
4 |Membuat Surat Pengantar Permohonan, | 15 Menit| Surat Pengantar
. Hasd Teiahaan
Mengajukan permohonan dokumen UKL- L

5 |UPL oleh Penvakarsa kepada Kepala Berkas 1 Han Berkas

DLH
|




Member tanda bukti penenmaan UKL-
UPL oleh Kepala DLH (Melalui

6 |Sekretaniat Komisi AMDAL Kabupaten) Berkas 1 Hert Beciws
kepada pemrakarsa yang telah
memenuhi format penyusunan UKL-UPL
Melakukan pemeriksaan dokumen UKL-
UPL yang dalam pelaksanaannya
berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi
7 AMDAL Klbuplteq Dalam menerbitkan Berkas 4 Hari Berkas
rekomendasi Apabila memeriukan
tambahan atau perbaikan pemrakarsa
wajib menyempurmakan atau
melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan
Menerbitkan rekomendasi UKL-UPL
s [Yan9 telah disempurnakan oleh Berkas 1 Harl Berkas
pemrakarsa, setelah diperiksa ulang oleh
Sekretaris Tim Komisi Amdal
£___._.I
Berkas, Surat -
. | Rekomendasi
9 [Menerima Hasil Rekomendasi Teknis PengamarUPL UKL | 10 Menit Teknis
Rekomendasi
10|Memproses SK izin Teknis SKPD 1 han SPPKPLH
. | SPPKPLH yang
11 |Paraf SK Izin SPPKPLH 5 Menit telah d Paraf
SPPKPLH yang 5 Menit |IIdT!IE
12| Menandatangani SK Izin telah di Paraf
tangan
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan SPPKPLH | 5Ment | SPPKPLH yang
13 o telah di Arsip
Tanda Tenma | 5 pens | sPPKPLH
14 |lzin diserahkan Kepemohon Berkas
Total Han 12 Han




Lampiran XXVI © Surat Keputusan Bupat:
Nomor 188.45 / 145 / KUM [ 2023

Tanggal 7 Maret 2023

Nomer SOP SO3026/SOP-ZINDPMPTSP-8TL/2023
| Tanggal Permbuatan 07 Maret 2024
Tanggel Reviei
Tangpel Slotek
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahian Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama S5OP SURAT PERSETUJUAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SPKLH)
Hukum Kualifikasi Pelaksana

1m0n"\g Nemor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2 mmmnTmmimwmm

Periindungan Lingiungan Hidup
3 Persturan Bupeti Barito Kuaia Nomor 21 Tahun 2022 lentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepsia Dinas Penanaman Modal den
|__Petmysnen Terpacdy Satu Pintu Kabupsten Barto Kuala

a. Memahami dengan balk kegiatan yang harus dilsiulan dalam menunang fugas
b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanasn kegiatan

¢. Memahami dengan balk peraturan sesusi substans! kegiatan
d Mempunyai komitmen tinggl untuk menyelesaian setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waldy

izin Jia pdak diskssnaian akan mengaidbatian ketidak pastian ketidak traspiranan.

| Katerkaitan [Per
: Dinss Lingkungan Hidup ]-.mrmw

b Komputer
\Peringatan Pencatatan dan Pendataan
ownmmmmmmmm a Scan Berkas Permohonan

b. Dokumentasi [zin yang telah diterbitkan

mm_ Gan ketidak tepatan waikiu daiem pembustan izin
L PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN PEMOHON Dinas ; Kepsia Perieng-
Frontofice |, %8 | Lingkungan | Suvey | Backefmice |40 Periinan Olnes o Wakdu Cutput
1 |Memasiian Permohonan :—'—J
Memerisa Kelengkapan beras Tidak Lengkap Permohonan. _ | Tanda Terima
2 ' zin \ » pon iz | 15 Menit|
Melaluian Penelaahan terhadap Lengkap Permohonan,
3|4 Persyaratan zin | | HO71 Hasil Telaahan
Berkas
4 |Membuat Surat Pengantar w 15 Menit | Surat Pengantar
Melakukan pengumuman rencana Usaha
dan/atau Kegistan dan melaiuian
6 |konsultasi pubiik kepsda masyarakat oleh 7 Hari | Pengumuman
pemrakarsa sebeium penyusunan KA
ANDAL I




5 Han

10 Harl

1 Had

5 Har

30 Harl

Menyampaikan kemball perbaikan KA
15| ANDAL olsh Pernrakarsa / Konsultan
kepads sekretariat Penilsi AMDAL

Selretanst penilal amdal melakuken
16 |penilsien terhadap perbaikan keranghks

3 Hanl




17

1 Hari

18

melakukan kajian
ANDAL RKL-RPL

19

Mengajukan ANDAL dan RKL-RPL oleh
pemrakarsa yang telah disusun kepada
Bupatl melalui Sekretariat Komisi Penilai
AMDAL

5 hari

Memberikan permyataan tertulis
mengenal kelengkapan administrasi

dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh
Sekretariat Komisi Penilas AMDAL.

1 han

Menugaskan Tim Teknis untuk menilai
dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh
Komesi Penilai AMDAL.

S hari

Menyampailan hasil penilaian atss
dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh
Tim Teknis kepada Komisi Penilai
AMDAL.

2 Harl

Menyelenggarakan Rapat Komisi Penilai
AMDAL.

1 Han

24

Mernyampaikan rexomendas! hasil
peniaian ANDAL dan RKL-RPL oleh
Komisi Penilai AMDAL kepada Bupati

2 Hani

Apabia dinyatakan bahwa dokumen
ANDAL dan RKL-RPL periu diperbaik,
maka dokumen ANDAL dan RKL-RPL
akan dikenbalikan ke pemrakarsa /
konsultan oleh Komisi Penilal AMDAL

kembail perbaikan
dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh
Pemrakarsa/ konsultan




2

Melaiqulcan penilaian akhir terhadap
27 jdokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh Berias 2 hani Berias
Komisi Penitai AMDAL

29|Bupat yang didelegasikan kepada Sefes | 1OHM |  Barics

Rexomendas
30 |Menenma Hasil Rekomendasi Teknis AMDAL 1 Hart Teknis

31 |Memproses SK @in Teknis SKPD

SPKLH yang
32|Memarat SK tzin SPILH | 10Menk| \ ah o Paral
SPKLH yang
SPKLH yang | 16 ment| telah di Tanda
Menandatangani SK Izin telah di Paral
| tangani
. SPKLH yang
dan
uu:hmw Penyerahan SPKLH 10Menk| i A
( } Tanda Terima
35 | Menyerahkan Lzin Kepemohon Berkas g AN

Total Hari 184 Harl




Lampiran XXXIV : Peraturan Bupat: Barito Kuala
Nomor 188.45 / 145 / KUM / 2023
Tanggal 7 Maret 2023

[Nomor SOP |503/034/S0P-1ZINNDPMPTSP-8TL/2023
| Tanggal Pembuatan 07 Maret 2024
| Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN KLINIK

2
3

4

Dasar Hukum :
1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas
Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pinty Kabupaten Barito Kuala

Kualifikasi Pelaksana :
a. Memahami dengan baik keglatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan balk ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
d Mempunyal komitmen tinggl untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan,

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

Keterkaitan Per.

a Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor

b b_Seperangkat Komputer
Peri : Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan

b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Survey Tim Kabid Perizinan Kepala Perieng-
rontoffice Backoffice K
é Umum Kesehatan Tens Umum Dinas - Waldu Output et
1 |Memasukan Permohonan
“
2 memeriksa Kelengkapan berkas mm 15 Menit Tanda Tenma
permohenan Izin Tidak Lengkap \ I S
Permchonan, L
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey G Pereysraten icn 10 Menit Jadwal Survey
Y
Berkas Telaksananya
P Surve 1
4 Surat Permintaan Petugas Survey = - 5 Menit e
Lapangan ermohon
Data
Memeriksa Kelengkapan Dokumen Dokumen 2 Hari Kelengkapan
Persyaratan melalui OSS Syarat
Memverifikasi kelengkapan dokumen di 1 Dokumen 1 hari ?_'::':::
oss




|Menyemm Data
rvery U data draft Tambahan
! SR . dengan Sarana 1 Han Survey Sarana
yang ada Khinik
dilapangan diapangan
Melakukan Pemenksaan Kelengkapan
berdasarkan Persyaratan Izin Klinik
Permenkes No 9 Tahun 2014
Surat
Membuat Surat Rekomendasi untuk 1 Han (Lengkap)
Pelaku Usaha Dokumen 7 Hari (Tidak ) Rekomendasi
oKar @in khnik
Surat Surat
Menerbitkan Rekomendasi (zin Klinik Rekomendast 1 Han Rekomendasi
@in klinik @n klinik
Rekomendasi
7 |Memproses SK izin T‘ 1Han SK Izin
Izin yang Telah
Paraf SK Izin SK lzin 5 Menit i Paral
SK 1
Menandatangani SK Izin 8K lzin yang 5 Menit 1;1::‘;"9
- Telah di Parat B o
SK Izin yang
Telah di o
Melakukan Pengarsipan dan e 5 Menit Lzin Klinik
Penyerahan Izin s
Tands Tenma 5 Mentt izin Kiinik
1|1zin diserahkan Kepemohon Skne

Total Han

15 Han




Lampiran XXIX : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 188,45 / 145 f KUM / 2023
Tanggal 7 Maret 2023

{Nomor SOP 503/020/SOP-IZINNDPMPTSP-BTL/2023
| Tanggal Pembustan 07 Maret 2024
| Tanggal Revis|
| Tanggal Efektit
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh |BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP |IZIN APOTEK DAN IZIN TOKO OBAT

1
2
3

4

|Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas

Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuaia

|Kualifikasi Pelaksana :
|a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢. Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan keglatan tepat sasaran dan tepat waktu

Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan,

Keterkaitan H Peral ka

a Dinas Kesehatan 8 Alat Tulis kantor

b b_Seperangkat Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan 8. Scan Berkas Permohonan

b Dokumentasi IZin yang telah diterbitkan

ketidak singkronan dan ketidak n waktu dalam buatan Zin
PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN PEMOHON Subkoodsnator Dinas Survey Tim Kabid Perizinan Kepala Perleng-
Frontoffice U Ceehiatin Teknis Backoffice Urmum Dinas i Waltu Output
1 |Memasukan Permohonan
»
2 memeriksa Kelengkapan berkas / Permohonan 15 Menit Tanda Tenma
permohonan Izin Tidak Lengkap \ Persyaratan @i Berkas
Permohonan,
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey i ———1 Persyaratan @in 1 Hari Jadwal Survey
T
T Permochonan
Surat Permintaan Petugas Survey Berkas 15 Petugas
4 Lapangan Permohonan Menk :l:::‘ﬂ!ln
ol
Dats Kelergiapan
Memeriksa Kelengkapan Dokumen Berkas 2 Hari | Persyaratan on
s sesyuai dengan persyaratan teknis I Permohonan mw dan Toke
[
memverifikasi kelengkapan dokumen di Dokuviai 1 Hast E)oku:;qn
oss . ngrep




i
Menyesuaikan Tambahan
data Dokumnen Survey Sarana
7 |Survery Kesarana Apotik / Toko Obat dengan Sarana 1 Hert Apotik dan
™ yang ada Toko Obat
dilapangan S
Melakukan Pemeriksaan Kelengkapan
g |Dokumen Sesuai dengan berita acara Dokumen Berita Acara
permenkes no 9 tahun 2017 Tentang
Apotek
Surat
1 Hari (Lengkap)
Membuat Surat Rekomendasi untuk Dokumen Rekomendas|
® |Petaku Usaha 7 Hani (Tidak lengkap) |
Surst Rekomendasi
Menerbitkan Rekomendasi 1zin Apotik Rekomendasi 1 Han 1zin Apotek dan
10! gan Toko Obat Izin Apotik dan Toko Obat
Toko Obat
Rekomendasi 1 Han SK Izin
11|Memproses SK izin Teknis SKPD
Izin yang Telah
Menit
12|Paraf SK Izin 8K izin 8 di Paraf
SK [zin yang
SK Izin yang 5 Menit Telah di
13|Menandatangani SK Izin Telah di Paraf Ditanda
Tangani
SK Izin yang
Telah di 1zin Apotek /
14 Melakukan Pengarsipan dan Ditands 5 Menit Zin toko Obat
Penyerahan |zin Tangani
Tanda Terima 5 Menit Izin Apotek /
15|lzin diserahkan Kepemohon Berkas I1zin toko Obat

Total Hari

17 Han




Lampiran VII : Surat Keputusan Bupati Banto Kuala
Nomor 188.45 / 145 / KUM / 2023

Nomor SOP 503/008/SOP-IZINDPMPTSP-BTL/2023

| Tanggal Pembuatan 07 Maret 2024

Tanggal Revis!

Tanggel Efelctr g

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA _

Nama SOP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Dasar Hukum

perizinan Tertentu 1zin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Peraturan Daerah No. 2 Thn. 2012 Tentang Bangunan gedung & perizinannya

L EIEEEE————————————————————————....
1 Pornt.rmDoerahKahpntmKud-Nomot.ﬁTlhnzuﬂtemng Retribusi

Kualifikasi Pelaksana £

a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢. Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

3_Perda No 16 Tahun 2016 tentang SOPD

d.Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kepgiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan !
a Dinas PUPR a. Alat Tulis kantor
b b Komputer
| Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP inl merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
PBG Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan,
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin PBG.

a. Scan Berkas Permohonan
b. Dokumentasi PBG yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
o AN PEMOHON  [owisupr/mim|  Operstor Onas | pengawas DPMPTSP Bank "g;‘_ oicon 4 Waktu Output Ket
1 |Memasukan Permohonan ke SIMBG Data Umum
Data Teknis Bangunan Permohonan di SIMBG

2 |Diverifikasi Oleh Tim Teknis PBG Dinas b & Data Umum, Data

PUPR Teknis Bangunan 1 Hari Permohonan Izin yang
Tidak Lengkap telh di Verifiks:

3 |Pemeriksaan Kesesuaian Teknis serta ] lengkap Data Umum, Data Rekomendasi Teknis /
Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis Teknis Bangunan 23 Harl Surat Pernyataan
PBG Pemenuhan Standar

I Teknis
4 | melakukan penghitungan jumiah 3 Data Umum, Data
|pembayaran retribusi PBG Teknis Bangunan, 1 Herl Jumlah Penghitungan
T Berita Acara Lapangan Retribusi




Memvalidasi Surat Pernyataan

Pemenuhan Standar Teknis SBKBG Rekomendasi Teknis / Rekomendasi Teknis /
Surat Pernyataan 1 Hari |Surat Pemyataan
|Pemenuhan Standar Pemenuhan Standar
Teknis Teknis
6 ;:en;bunt E-Biling / SKRD untuk ~ Blangko 1 Han E-Blling / SKRD
mbayaran retribusi
’ SKRD
- Lembar
Kwitansi
7 | mengupload E-Biling/SKRD ke SIMBG |e-Biling / SKRD 15 Menit | E-Biling / SKRD yang
terupload ke akun
Pemohon
Melakukan Pembayaran Ke Bank yang "
telah ditentukan
9 :lolalu.lmn Pe;'nbaynran Retribusi PBG E-Biling / SKRD 10 Menit | Kwitans|
e Bank sesuai ketentuan >
10|Mengupload Bukti Pembayaran ke Kwitansi 10 Menit | E-Biling / SKRD yang
Aplikasi SIMBG " telah terbayar
11| Melakukan Verifikasi Bukti Pembayaran E-Biling / SKRD yang |15 Menit |PBG yang telah Di
|Retribusi yang telah diupload pemohon telah terbayar Verifikasl Akun
Pengawas
12| melakukan validasi/ penandatangan PBG PBG yang telah Di 15 Menit SK PBG
Verifikasi Akun
et
13 |Melakukan validasi penyerahan PBG dan ~ |skPBG 15 Menit | Pengarsipan dan PBG
Pengarsipan
??BG diserahkan ke pemohon Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG)

Pj. BUPATI BARITO KUALA,




